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KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 1433/SK-HR.03.04/X/2022

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BUTON

Membaca

Menimbang :

Mengingat

SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KHUSUS

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

. surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 12 April 2022 Nomor
HP.03.04/408-74/1V/2022 perihal Permohonan Menjadi
PPAT Khusus;

. surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan

tersebut;

. bahwa di Kabupaten Buton hanya terdapat 2 (dua) PPAT

Sementara sedangkan wilayah Kabupaten Buton terdiri dari
7 (tujuh) Kecamatan;

. bahwa kondisi tersebut menyebabkan terhambatnya

kegiatan pelayanan pertanahan terutama pelayanan
peralihan hak atas tanah dan pembuatan akta pemberian
hak tanggungan, sehingga berpotensi menimbulkan
permasalahan di kemudian hari;

bahwa untuk mengatasi permasalahan dimaksud, perlu
adanya penunjukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Buton sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus;

. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional tentang Penunjukan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Buton sebagai Pejabat Pembuat Akta
Tanah Khusus;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3696);

4. Peraturan ...
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Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3746), yang telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5893);

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang
Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);

Keputusan Presiden Nomor 64/P Tahun 2022 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara
Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah ‘'Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 953);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018
tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 395);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2018
tentang Tata Cara Ujian, Magang,

Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan
Pejabat Pembuat Akta Tanah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1384);

12. Peraturan ...
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12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 694);

13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 526/KEP-20.3/X/2017 tanggal
31 Oktober 2017 tentang Penunjukan Direktur Jenderal
Hubungan Hukum Keagrariaan Menandatangani Keputusan
Pengangkatan dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta Penunjukan Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Menyelenggarakan
Peningkatan Kualitas dan Menandatangani Keputusan
Pengangkatan Camat yang Ditunjuk sebagai Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG
PENUNJUKAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
BUTON SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KHUSUS.
KESATU : a. Menunjuk Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton,
Sdr. Yusuf, S.SiT. NIP 19711004 199303 1 003,
Pangkat/Golongan Ruang Penata Tingkat I/(IlI/d),
tempat tanggal lahir Kolowa, 4 Oktober 1971 sebagai
Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus dengan daerah
kerja Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara.

b. Untuk dapat melaksanakan jabatan Pejabat Pembuat
Akta Tanah Khusus dimaksud huruf a, yang
bersangkutan tidak perlu mengangkat sumpah jabatan
sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah.

KEDUA \/bahm melaksanakan tugas jabatannya, Pejabat Pembuat
Akta Tanah Khusus yang bersangkutan wajib melaksanakan
pelayanan pembuatan akta PPAT yang diperlukan dalam
rangka  pelaksanaan  program-program  pelayanan
masyarakat atau untuk melayani pembuatan akta PPAT
tertentu bagi negara sahabat berdasarkan asas resiprositas
sesuai pertimbangan dari Kementerian Luar Negeri, sebagai

PPAT Khusus.

KETIGA : dan penunjukan daerah kerja Pejabat
Pembuat Akta Tanah Khusus ini bersifat pribadi, dan dengan
ditetapkannya Keputusan ini, segala sesuatu yang berkaitan

w— danganmynjabnmn.elah:hjahat?embuatAkaam
NQ.M Khusus, menjadi tanggung jawab penuh dari yang

KEEMPAT ...
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KEEMPAT : Apabila dalam melaksanakan tugas vang bersangkutan tidak
menaati atau menyimpang dari peraturan perundang-
undangan yang berlaku, dan imbulkan kerugian kepad
para pihak, Pemerintah atau Negara serta melanggar etika
profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka Keputusan ini
dapat dicabut/dibatalkan oleh Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Keputusan penunjukan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah

Khusus ini berald-ur apabila yang bersangkutan tidak
menjabat tor Pertanahan Kabupaten

Buton atau sudah ada Pejabat Pembuat Akta Tanah.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya,
maka Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana
mestinya.

KELIMA

KEENAM

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2022

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
,— EA-BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Tembusan ini disampaikan kepada Yth. : .

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional,
di Jakarta; ) ) o

2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, di Jakarta;

3. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan
Nasional, di Jakarta; ) . )

4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi
Tenggara, di Kendari; ) )

5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton, di Pasarwajo;

6. Bupati Buton, di Pasarwajo.



